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BUPATI LANGKAT

|

L

ESARAN HONO
PENETAPAN B PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
RARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI PADA DEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka peru
ditetapkan Besaran Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli
pada DPRD berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan

tertenty;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, meka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Besaran Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli
pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat,

» Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1256 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor 1092) ; |
. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 1.ernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakiian Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043); _

i

4, Peraturan ...



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindghan

" hukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Langkat dari Wilayah Kpdya

et I amrpaben Dat 1 L:angkat
{Lembaran Negara Republik lndenesia Tahun 1982 Nomor 5%

s TF Rindat e Kets Stabat iilayake {2t

. Peraturan Pemerintziy Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat I Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198'_6
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesta

Nomor 3322);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

. Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

perwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4712);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pfedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2007;

. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kahupaten Langkat sebagaimana telah beberapa

Izcglé 7(fliubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

10.Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuan '
. gan Daerah Kabupaten Lan
(Berita l_.'gaerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomgr 72). gt

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM

1.
2.
3.

4.
5.

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHL
DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT -

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

Daerqh adalah Kabupaten Langkat
Bupati adalah Bupati Langkat

adaI:f? gsvrgzkg:nmgijlan R[;iszhoyanghslc(e;anjutnya dlsingkat DPRD
' at Daera bupa
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD K,3|bul:‘?at1§rl1.I LL::ggkkaatt

Alat Kelengkapan DP
DORD. gkap RD adalah Unsur Pelaksana Kegiatan-kegiatan

Kelompok Pakar atau Tim Ahi a
membantu tugas-tugas Alat Kelengka
kegiatan-kegiatan DPRD.

dalah  Kelompok/Tim yang
pan Dewan dalam pelaksanaan

Pasal 2 ...



Pasal 2

" ale : RD, dibentuk
Dalam rangka melaksanslzn tUgas dan wewenang DPRD,
Kelompok %airar atau Tim Ahli sesuai kebutuhan dan jumlah alat

kelengkapan DPRD.

Pasal 3

pok Pakar atau Tim Ahli tidak tetap atau sesual

Masa keria Kelom !
. ok Pakar atau Tim Ahi.

kegiatan yang memeriukan dukungan Kelomp

Pasal 4

(1) Kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahll diberikan honorarium
sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu.

didasarkan pada kehadiran ;
(2) Honorarium 1 (satu) orang Kelompok Pakar atau Tm_w Ahii sgbesar
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari/kehadiran.

Pasal 5

~ (1) Honorarium yang diterima Kelompok Pakar atau Tim Ahli
dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.
(2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 6

Blaya yang ditimbulkan sebagal akibat ditetapkannya Peraturan Ini,
f;bebkzrtlkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
ngkat.

Pasal 7

(1) ?;;::;l yang belumkcukup diatur dalam Peraturan Bupati ini,
ang menyangkut teknis pelaksanaanny: '

lebth lanjut oleh sekretaris DPRD? e a@n dietapian

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan

Bupati Nomor 8 Tahun 2010 t
entang Penetapa
-Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahii Dewaa nPer%ve;la;ili.::

Rakyat Daerah Kabupaten Langkat T. -
dinyatakan tidak berlaku. J ahun 2010 dicabut dan

(3) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011,

Agar ...



memerintahkan pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya,
tannya dalam Berita Daerah

Peraturan Bupati ini dengan penempa
Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2& Mo 2011.

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di

pada tanggal
SEKRETARIS DAE ATEN LANGKAT,

H. SURYA DJAHISA
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR ..[3
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